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IDENTIFIKASI KRITERIA PEMILIHAN LAHAN RUSUNAMI  
YANG MENJADI DAYA TARIK KONSUMEN  

ABSTRAK  

Salah satu alternatif untuk memecahkan kebutuhan rumah di perkotaan yang 
lahannya terbatas adalah dengan mengembangkan model hunian secara vertikal 
berupa bangunan rumah susun. Untuk kelompok masyarakat berpendapatan 
menengah dan rendah disediakan rumah susun sederhana (Rusuna). Melalui 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 -2009 
mengamanatkan pembangunan Rumah Baru Layak Huni sebesar 1.350.000 unit 
yang antara lain terdiri dari 25.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik 
(Rusunami) dengan mengundang peran serta swasta. Kesesuaian lahan yang 
menjadi lokasi pembangunan rusunami merupakan salah satu daya tarik bagi 
konsumen untuk membeli rusunami. Variabel terkait lokasi lahan inilah yang akan 
diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran tentang ekspektasi konsumen.   

Identifikasi variabel dominan terkait lokasi lahan yang mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk membeli rusunami merupakan topik penelitian yang diharapkan 
dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencari dan memutuskan lokasi 
lahan yang tepat untuk dibangun rusunami. Teknik Delphi digunakan untuk 
memperoleh konsensus pakar berkenaan dengan faktor-faktor yang perlu 
dipertimbangkan dalam memilih lahan rusunami. Sedangkan pembobotan faktor-
faktor untuk mendapatkan kriteria pemilihan lahan rusunami dilakukan dengan 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).   

Dari hasil pembobotan diambil 10 (sepuluh) peringkat teratas untuk dijadikan 
kriteria pemilihan lahan rusunami sekaligus digunakan sebagai alat penilaian 
lokasi lahan yang ditetapkan pemerintah untuk pembangunan rusunami dengan 
sampel lokasi di kotamadya Jakarta Timur. Dari hasil penilaian dapat diambil 
kesimpulan tentang peringkat lahan yang layak untuk dibangun rusunami dari 
sudut pandang konsumen. Adapun skoring penilaian lahan perlu ditindaklanjuti 
melalui penelitian yang lebih tajam pada masa pasca konstruksi untuk 
mendapatkan batas minimum skor lahan yang mewakili kelayakan lahan untuk 
dijadikan investasi.  

 

Kata kunci : lahan, rusuna, rusunami, Masyarakat Berpenghasilan 
Menengah dan Rendah, Teknik Delphi, Metode AHP 
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IDENTIFICATION OF LAND SELECTION CRITERIA  
IN LOW-COST PRIVAT-APARTMENT  

THAT ATTRACT CONSUMER  

ABSTRACT  

One alternative to solve the housing needs in the big city with limited land and 
high density is to develop a vertical living model such as apartments or flats. For 
the poor, the government tend to facilitate the construction of low-cost 
apartments. Through the Housing Constuction Middle Plan Year 2004-2009, the 
Government announce 1,350,000 units low-cost housing construction including 
25,000 low-cost privat-apartment  in cooperation with private developers.  The 
land suitability where the low-cost privat-apartment buildings located will become 
one point of attraction for consumer to buy.  These variables related to land will 
be identificate to perceive the consumer expectation about an ideal land for their 
property.   

The identification of dominant variables related land that affect consumer decision 
to buy low-cost privat-apartment is the research topics which could be a 
suggestion for the government to acquire the suitable land for low-cost privat-
apartment. Delphi technique is used to get the expert consensus related to factors 
that should be consider in selecting low-cost privat-apartment land. Followed by 
using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to weighting those factors.   

The 10 (ten) upper ranks from the weighting result then being used as a land 
selection criteria also as an evaluation tool which can be adopted in some location, 
for example in East Jakarta. These land evaluation using scoring system need to 
have further deep research after construction phase to get the minimum land score 
representing the feasibility for investment.  

 

Key words : land, low-cost apartment, low-cost privat-apartment, poor 
society, Delphi Technique, Analytical Hierarchy Process (AHP)  
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DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI  

Kawasan perkotaan Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi 

Kawasan permukiman Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang 

dengan fungsi utama untuk permukiman 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 

Strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah 

yang meliputi struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, serta 

krieria dan pola pengelolaan kawasan wilayah yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Rencana Tata Bangunan 

dan Lingkungan (RTBL) 

Panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan 

pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan 

lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana 

investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman 

pengendalian pelaksanaan. 

Rumah susun (rusun) Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang 

dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah 

bersama 

Satuan rumah susun 

(sarusun) 
Unit hunian rumah susun yang dihubungkan dan mempunyai 

akses ke selasar/koridor/lobi dan lantai lainnya dalam bangunan 

rumah susun, serta akses ke lingkungan dan jalan umum. 

Rumah susun sederhana 

(rusuna) 

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian dengan luas 

maksimum 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) setiap hunian, 

dilengkapi dengan KM/WC serta dapur, dapat bersatu dengan unit 

hunian ataupun terpisah dengan penggunaan komunal, dan 

diperuntukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah 

yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan 

Teknis Pembangunan Rumah Susun yang dibangun untuk 

masyarakat berpenghasilan menengah kebawah 
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Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 

(MBR) 

Masyarakat yang mempunyai pendapatan diatas Rp. 1.000.000,- 

sampai dengan Rp. 2.500.000,- per bulan. 

Masyarakat 

Berpenghasilan Menengah 

Bawah 

Masyarakat yang mempunyai pendapatan diatas Rp. 2.500.000,- 

sampai dengan Rp. 4.500.000,- per bulan. 

Rusuna bertingkat tinggi 
Bangunan gedung rumah susun sederhana dengan jumlah lantai 

bangunan lebih dari 8 lantai dan maksimum 20 lantai 

Rumah susun sederhana 

milik (rusunami) 

Rusuna yang penghuniannya didasarkan pada mekanisme jual beli 

dan memenuhi kriteria sebagai rusunami 

Prasarana lingkungan Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan 

lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya 

Sarana lingkungan Fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan 

mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya 

Utilitas  Pelayanan seperti air bersih, air limbah, gas, listrik dan telepon, 

yang pada umumnya diperlukan untuk beroperasinya suatu 

bangunan dan lingkungan permukiman 

Prasarana dan Sarana 

Rumah Susun 
Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan 

lingkungan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya, 

yang antara lain berupa jaringan jalan dan utilitas umum, jaringan 

pemadam kebakaran, tempat sampah, parkir, saluran drainase, 

tangki septik, sumur resapan, rambu penuntun dan lampu 

penerangan luar. 

Utilitas umum Fasilitas umum seperti puskesmas, Taman Kanak-Kanak, tempat 

bermain, pos polisi, yang umumnya diperlukan sebagai sarana 

penunjang pelayanan lingkungan 

Aksesibilitas  Kemudahan pencapaian yang disediakan bagi semua orang, 

termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik dan mental, seperti 

penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit 

tertentum dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala 

aspek kehidupan dan penghidupan. 

Jalan  Jalur yang direncanakan atau digunakan untuk lalu lintas 

kendaraan dan orang 

Jalan kolektor Jalur selebar ± 7 meter, yang melaani angkutan 

pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi 

Jalan lokal Jalur yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan 
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deka, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi   

Jalan lingkungan Jalur selebar ± 4 meter yang ada dalam satuan permukiman dan 

lingkungan perumahan 

Jalan lokal sekunder Jalur selebar ± 3,0 – 7,0 meter yang merupakan jalan poros 

perumahan menghubungkan jalan arteri/kolektor/lokal dan pusat 

lingkungan permukiman 

Jalan lokal sekunder I    

dan II 

Jalur selebar ± 3,0 – 6,0 meter penghubung jalan 

arteri/kolektor/lokal dengan pusat kegiatan lingkungan 

permukiman, menuju akses yang lebih tinggi hirarkinya 

Daerah Manfaat Jalan 

(DAMAJA) 

Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi 

dan kedalaman ruang batas tertentu. Ruang tersebut diperuntukkan 

bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran 

tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan 

galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan 

pelengkap lainnya 

Daerah Milik Jalan 

(DAMIJA) 

Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan 

tinggi tertentu yang dikuasai Pembina Jalan. Ruang tersebut 

diperuntukkan DAMAJA dan pelebaran jalan, penambahan jalur 

lalu lintas di kemudian hari 

Daerah Pengawasan Jalan 

(DAWASJA) 

Merupakan ruang sepanjang jalan diluar DAMIJA yang dibatasi 

oleh lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pandangan 

bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan 

Badan jalan Bagian jalan yang meliput seluruh jalur lalu lintas, median dan 

bahu jalan 

Bahu jalan Bagian dari jalan yang terletak pada tepi kiri atau kanan jalan dan 

berfungsi sebagai : lajur lalu lintas darurat, tempat berhenti 

sementara, ruang bebas samping, penyangga kestabilan badan 

jalan, lajur sepeda. Selain itu untuk saluran air minum, saluran air 

limbah, jaringan telepon, listrik, gas, dll, ditempatkan antara garis 

sempadan pagar dengan saluran air hujan 

Jalur pedestrian Jalur dengan lebar ± 1,5 meter yang digunakan untuk berjalan kaki 

atau berkursi roda secara aman, nyaman dan tak terhalang 

Ruang terbuka Wadah yang dapat menampung kegiatan tertentu dari warga 

lingkungan baik secara individu maupun kelompok 

Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) 

Angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 

bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana 

tata bangunan dan lingkungan. 
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Koefisien Lantai Bangunan 

(KLB) 

Angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai 

bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan 

yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan 

dan lingkungan. 

Kaveling Tanah Matang Sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan 

pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan 

rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian untuk membangun bangunan. 

Koefisien Daerah Hijau 

(KDH) 

Angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka 

di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi 

pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana 

tata bangunan dan lingkungan 

Pemilik Bangunan Gedung Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang 

menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 

Pengguna Bangunan 

Gedung 

Pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan 

gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan 

gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung 

atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang 

ditetapkan. 

Penyelenggara 

Pembangunan 

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, dan Badan 

Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan 

rumah susun. 
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